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Mengelola lanskap budaya hidup: pembelajaran dan wawasan
dari Subak Bali, sebuah Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO

Latar Belakang

Pada tahun 2012, lansekap budaya Provinsi Bali di Indone-
sia dinobatkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia — yaitu
tempat dengan “nilai-nilai universal yang luar biasa”, untuk
dilindungi dan dilestarikan bagi semua umat manusia. Prasasti
itu mengakui nilai Subak Bali: suatu organisasi petani yang
secara kolektif mengelola sistem irigasi di sawah, termasuk
pura air pendukungnya.

Sistem Subak, yang sudah diimplementasikan setidaknya
sejak abad ke-12, mengemban nilai filosofi Tri Hita Karana
(tiga penyebab kebaikan), yang berusaha menciptakan
harmoni antara manusia dan alam spiritual, antara manusia
dan alam, dan antara sesama manusia. Subak melaksanakan
ritual-ritual, menjamin pemerataan penggunaan air untuk per-
tanian, mempertahankan sistem irigasi, memobilisasi sumber
daya dan saling membantu, dan menyelesaikan konflik antar
pengguna air.

Semua petani yang mengambil airnya dari sumber air yang sama
— bendungan dan kanal yang sama — yang mengalir ke lahan-
lahan sawahnya merupakan satu Subak. Di Bali sendiri terdapat
sekitar 1.200 Subak. Di dalam Situs Warisan Budaya Dunia
Lansekap Budaya Provinsi Bali memasukan wilayah Subak
terpilih yang memberikan “contoh saling keterkaitan antara
alam, agama, dan budaya” dalam suatu sistem Subak tradisional,
termasuk budidaya organik varietas padi tradisional Bali.

Para pendukung nominasi situs lansekap budaya Provinsi Bali
membayangkan sebuah sistem manajemen yang luas, partisi-
patif dan inklusif, melibatkan instansi pemerintah di berbagai
tingkatan, pemimpin desa, dan Subak sendiri. Namun untuk

Intisari temuan

* Lansekap Budaya Bali adalah salah satu dari dua lanskap
budaya yang hidup di antara situs-situs Warisan Budaya
di Asia Tenggara, dan pengelolaan yang sukses akan
memerlukan peran aktif Subak yang menjadi bagian dari
situs warisan budaya tersebut. Kondisi sedang berubah
dengan cepat, dan tradisi yang berusia berabad-abad
mungkin akan tidak bertahan lama kecuali petani-petani
Subak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan
untuk mempertahankan tradisi tersebut.

* Para petani Subak dari Catur Angga Batukaru, pemimpin
kelompok Subak (pekaseh), raja dan pemangku adat
memiliki peran penting dalam pengelolaan Situs Warisan
Budaya Dunia. Mereka ingin aktif terlibat, dan mereka
siap, karena mereka sudah lama memiliki praktek-
praktek organisasi dan pengambilan keputusan yang
deliberatif dan demokratis, belajar secara turun-temurun
mengelola Subak mereka. Apa yang sebenarnya mereka
butuhkan adalah mekanisme yang efektif untuk berparti-
sipasi dalam pengelolaan situs, dan perhatian nyata, dan
berkelanjutan untuk kebutuhan mereka, seperti pasokan
air yang cukup, dan dukungan untuk pertanian organik.

mewujudkan visi ini bukan tugas yang mudah, mengingat di
Indonesia birokrasi cenderung rumit dan struktur sosial yang
ada sangat hirarkis. Selain itu, Bali juga mengalami peruba-
han sosial-ekonomi yang cepat, yang dengan pengakuan situs
budaya dunia sendiri dapat mempercepat perubahan ini dengan
menarik lebih banyak wisatawan dan pemodal.

Pada tahun 2013, atas permintaan Pemerintah Indonesia, SEI
meluncurkan proyek dua tahun untuk mendukung pengem-
bangan struktur manajemen partisipatif dan efektif untuk situs

Sawah yang baru ditanami bibit padi di Jatiluwih

* Modal untuk sistem manajemen berbasis para petani
Subak sudah tersedia dalam bentuk organisasi Subak
dan pemimpin mereka, yaitu para pekaseh. Mereka
telah mengorganisasikan diri dalam suatu Forum
Pekaseh Catur Angga Batukaru sebagai wahana untuk
keterlibatan mereka dalam pengelolaan Situs Warisan
Budaya Dunia, dan mereka juga telah menyepakati
dan meresmikan suatu aturan yang mengikat mereka
bersama-sama dan menentukan tanggung jawab
mereka dalam konteks ini.

e Subak menghadapi beberapa tantangan yang mem-
butuhkan perhatian sesegera mungkin, yaitu menin-
gkatnya biaya ritual, berubahnya praktek pertanian
mengarah kepada sistem produksi pertanian intensif,
penurunan ketersediaan tenaga kerja keluarga untuk
pertanian, bergesernya minat kerja di sektor pertanian
di kalangan generasi muda, penurunan ketersediaan
air, tingginya pajak bumi dan bangunan, dan mening-
katnya insentif untuk mengkonversi lahan sawah ke
penggunaan lain.
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lansekap budaya Provinsi Bali tersebut. Ringkasan Kebijakan
ini memuat sintesis dari temuan-temuan kami, dengan fokus
pada lansekap dari Subak dari Catur Angga Batukaru (CAB),
yang memiliki jumlah Subak dan desa terbanyak yang ter-
masuk di dalam Situs Warisan Budaya Dunia.

Rekomendasi yang muncul bersumber dari beberapa putaran
wawancara dan diskusi kelompok terfokus di empat desa —
Rejasa, Sangketan, Wongaya Gede dan Jatiluwih — serta dari
Musyawarah Subak yang diselenggarakan pada bulan Mei
2014 untuk membangun konsensus di antara 20 pekaseh dari
CAB, di mana pada acara ini juga pekaseh menyepakati ber-
dirinya forum koordinasi dan membuat rencana aksi kolektif.

Awal yang sulit untuk Situs Warisan Budaya Dunia
Implementasi Situs Warisan Budaya Dunia di Bali telah me-
ngalami beberapa rintangan. Pertama-tama, kelompok beragam
dari sektor publik dan swasta, akademisi, LSM dan lain-lain
yang berhasil bekerja untuk mencapai pengakuan status Warisan
Budaya Dunia, kemudian tidak bertanggung jawab atas pelaksan-
aan. Dewan Pengelola yang baru didirikan, dengan perwakilan
dari instansi pemerintah yang berbeda, dan sering bergantinya
individu yang duduk dalam Dewan mengakibatkan anggota
dewan tidak mampu memobilisasi sumber daya atau memec-
ahkan masalah yang memerlukan kolaborasi antar anggota.

Selain itu, bagi kalangan petani, nama institusi ini “Dewan
Pengelola” — memiliki konotasi negatif, sebagai “dewan”
adalah suatu entitas formal di Indonesia dan biasanya suatu
institusi yang bersifat fop-down yang mengeluarkan kepu-
tusan untuk ditaati orang lain. Hal ini diperburuk oleh fakta
bahwa aktor penting tidak dilibatkan dalam Dewan Pengelola,
terutama Raja (puri) Tabanan, Pemangku Adat Batukaru, para
pekaseh di CAB, dan LSM lokal yang aktif.

Pada tahun 2014, Dewan Pengelola tersebut digantikan
fungsinya oleh Forum Koordinasi yang diketuai oleh Sek-
retaris Daerah Provinsi, yang memiliki kewenangan untuk
memanggil kepala kantor dinas sebagai anggota forum untuk
rapat. Universitas Udayana (UNUD), yang memainkan peran
kunci dalam proses nominasi, termasuk anggota resmi forum,
seperti juga para pekaseh dan bendesa adat (kepala desa adat).
Forum ini menyediakan platform yang lebih layak untuk
mengkoordinasikan seluruh instansi pemerintah untuk menye-
diakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan
dari Situs Warisan Budaya Dunia. Pertemuan pertama forum
ini diadakan di September 2014.

Tantangan yang dihadapi Subak

Ritual adalah aspek inti dari kehidupan Subak. Orang Bali
percaya bahwa semua tanah adalah milik dewa, dan setiap
pekerjaan yang dilakukan di lahan membutuhkan ritual untuk
meminta izin para dewa, dan apabila tidak dilakukan ritual
petani akan memiliki nasib buruk, dalam bentuk hama, pen-
yakit atau gangguan lainnya. Namun ritual ini membutuhkan
biaya besar; di Pura Luhur Batukaru di, pura tertinggi di CAB,
ada lima ritual utama yang dilakukan setiap tahun yang berbi-
aya setidaknya 40 juta rupiah (3,333 USD). Pada tahun 80-an,
sebuah studi telah memperkirakan bahwa sekitar 60% dari
pengeluaran suatu Subak adalah biaya penyelenggaraan ritual.

Biaya ritual, pada gilirannya, mempengaruhi biaya bertani di
Subak, dan pilihan varietas padi yang ditanam. Secara tradi-
sional, petani menanam padi varietas lokal, yang cocok untuk

budidaya organik dan membutuhkan relatif sedikit input sarana
produksi pertanian. Tapi varietas ini membutuhkan waktu

5-6 bulan sampai panen, termasuk penyelenggaraan beberapa
ritual yang terkait. Dengan kenyataan ini, petani Subak lebih
memilih untuk menanam varietas padi baru dengan musim
tanam sekitar tiga bulan dan membutuhkan lebih sedikit

ritual. Dukungan teknis untuk padi lokal juga terbatas, karena
rata-rata penyuluh pertanian hanya mempunyai pengetahuan
mengenai penanaman varietas padi baru.

Namun, sebenarnya petani Subak masih menyatakan kesediaan
untuk menanam padi lokal organik, tetapi hanya jika didukung
dalam hal input sarana produksi, bantuan teknik dan bimbin-
gan, dan seandainya ada selisih kerugian dapat ditanggung.
Revolusi Hijau telah mengubah praktek pertanian, sehingga
petani ingin menggunakan input sarana produksi dan teknologi
modern. Pupuk organik lebih mahal daripada yang kimia,

dan untuk membuat supaya petani mampu membelinya akan
memerlukan baik subsidi, atau peningkatan efisiensi pada
tingkat lansekap.

Selain itu, Subak juga membutuhkan dukungan keuangan
untuk merenovasi pura air mereka, yang merupakan bagian
penting dari lansekap, dan untuk pemeliharaan jalan Subak
dan jaringan irigasi yang dibutuhkan budidaya padi sawah.
Ketersediaan air merupakan masalah penting di CAB dan
daerah lain di Bali. Pariwisata yang diberikan perlakuan
istimewa, bukan saja dalam alokasi air, tetapi juga dari sisi
kebijakan dan otoritas yang kurang yang koheren untuk
pengawasan alokasi penggunaan air.

Tarif pajak tinggi yang dikenakan kepada lahan pertanian
merupakan tantangan besar lainnya, hal ini menyebabkan
semakin kecilnya pendapatan dan menyebabkan semakin
banyak petani yang berhenti bertani dan menjual tanah mereka.
Kemungkinan konversi lahan pertanian menjadi tinggi, dan

ini membuat suatu lingkaran setan dimana penggunaan lahan
untuk fungsi non-pertanian akan meningkatkan harga lahan,
yang menyebabkan kenaikan lebih lanjut dalam nilai obyek
pajak lahan pertanian sekitarnya.

Konversi lahan kini dilarang dalam Situs Warisan Budaya
Dunia, tapi di daerah sekitarnya, petani yang membutuhkan

Para pekaseh yang hadir di Musyawarah Subak, Mei 2014
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Perempuan sebagai tenaga pendukung ritual, dalam upacara Mecaru,
yang bertujuan memelihara harmoni antara manusia dan alam

uang tidak punya keraguan menjual tanah mereka bila ada
kesempatan. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa semakin
banyak generasi muda tidak tertarik pada pertanian, dan
bergerak menjauh mencari pekerjaan di bidang pariwisata.
Akibatnya, pertanian di Bali menjadi garapan dari generasi
yang sudah tua, dan bahkan anak-anak muda yang kembali

ke desa tidak memiliki keterampilan atau minat untuk bertani
seperti orang tua mereka.

Tantangan-tantangan ini menimbulkan pertanyaan penting
tentang kelangsungan hidup jangka panjang dari Subak.
Bagaimana warisan yang kaya ini akan dipertahankan, sebagai
entitas yang hidup, di tengah kondisi yang berubah drastis
seperti ini? Ini adalah pertanyaan eksistensial yang perlu
direnungkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan
Bali, di saat tekanan dari berkurangnya pendapatan usaha tani,
pembangunan, dan perlindungan budaya mengarah ke kondisi
yang lebih buruk.

Keterlibatan dengan Situs Warisan Budaya Dunia
Pariwisata sudah menopang perekonomian Bali. Bali menyum-
bang sekitar 0,3% dari luas daratan Indonesia tetapi dapat men-
datangan 37% wisatawan asing ke Indonesia; sektor pariwisata
di Bali secara langsung mempekerjakan 28% dari angkatan
kerja, dan memberikan kontribusi hampir 30% dari PDB Bali
pada tahun 2013. Sejauh ini, pengembangan pariwisata di
CAB masih terbatas, bahkan di Jatiluwih, tapi karena status
Warisan Budaya Dunia, langkah perubahan telah dipercepat.
Di CAB ada lebih banyak lalu lintas wisatawan, lebih banyak
sampah, dan meningkatnya kebutuhan air. Beberapa lahan
sawah di Jatiluwih telah dipesan bagi wisatawan yang ingin
mengalami sendiri memanen padi. Apabila pariwisata tidak
dikelola lebih hati-hati, dampaknya bisa secara dramatis bisa
mengubah lansekap.

Meskipun demikian, anggota Subak umumnya masih merasa
optimis tentang Situs Warisan Budaya Dunia dan melihatnya
sebagai kesempatan untuk mengatasi tantangan yang mereka
hadapi. Namun, kami mengalami beberapa masalah, dimulai
dengan kurang adanya informasi tentang Warisan Budaya
Dunia dan implikasinya bagi desa-desa dan penduduknya.
Perwakilan desa telah menghadiri berbagai pertemuan
sosialisasi, tetapi mengatakan mereka membutuhkan bahan,
termasuk petunjuk eksplisit yang mudah dimengerti tentang
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apa petani dan penduduk desa bisa atau tidak bisa lakukan di
Subak mereka sebagai ketaatan terhadap aturan Situs Warisan
Budaya Dunia.

Kekhawatiran lain yang banyak dikutip adalah bahwa Kabu-
paten Tabanan membentuk lembaga manajemen lokal (Badan
Pengelola) untuk Kawasan Wisata Jatiluwih, yang mengelola
biaya masuk, parkir dan memelihara jalan dekat monumen
Situs Warisan Budaya Dunia. Badan yang didirikan sebelum
penobatan Situs Warisan Budaya Dunia, dan meskipun setelah
penobatan, kepala desa dari desa-desa sekitarnya diundang
untuk terlibat, mereka belum melihatnya sebagai badan untuk
mengelola seluruh Situs Warisan Budaya Dunia. Subak juga
tidak terwakili dalam Badan Pengelola tersebut, dan perbaikan
infrastruktur yang dilakukan sejak penobatan Situs Warisan
Budaya Dunia hanya berpusat pada Jatiluwih, menyebabkan
ketidakpuasan di desa-desa lainnya.

Ke depannya, para petani berharap penobatan status Situs
Warisan Budaya Dunia memiliki dampak positif pada kehidu-
pan mereka. Mereka ingin menguji varietas padi baru, dan
mampu menjual beras ke restoran yang bermunculan. Mereka
ingin dilatih untuk dapat mengambil manfaat dari pariwisata,
seperti bagaimana mengelola homestay, keterampilan kuliner,
dan pengajaran bahasa asing. Mereka ingin regulasi yang lebih
jelas tentang perencanaan tata ruang dan konversi lahan, untuk
mengontrol pengembangan sekitar Situs Warisan Budaya
Dunia. Dan mereka berharap untuk insentif atau dukungan
untuk terus bertani padi lokal dengan cara tradisional, organik,
dan untuk membantu mereka mengurangi risiko kegagalan
panen serta pada akhirnya akan menghindari untuk mereka
dari mengkonversi lahan sawah.

Semua masalah ini perlu ditangani untuk melindungi nilai
universal yang luar biasa, juga integritas dan keaslian lansekap
Subak sebagai Situs Warisan Budaya Dunia. Intervensi dari
pihak-pihak yang berwenang diperlukan untuk membantu
memastikan kelangsungan penyediaan air untuk Subak, mem-
pertahankan lahan untuk pertanian, memastikan tenaga kerja
yang tersedia, dan memberikan dana yang cukup untuk melak-
sanakan ritual. Semua pemangku kepentingan di CAB harus
bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, namun mekanisme
formal belum dibentuk untuk memungkinkan adanya diskusi
dan kerjasama. Forum Koordinasi belum bertemu lagi sejak
sesi perdananya, dan pemerintah Kabupaten Tabanan belum
membuat badan administratif untuk mengelola situs di yuris-
diksinya. Upaya berkelanjutan yang dipimpin oleh Subak dan
para pekasehnya juga harus diteruskan.

Kesimpulan

Bali adalah lansekap budaya pertama di Indonesia yang dino-
batkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO, dan
sampai sekarang masih berjuang dengan pelaksanaan rencana
pengelolaannya. Situs yang tidak dikelola secara formal dan
benar, dan desain dari mereka yang dulu menominasikan tetap
belum diimplementasikan. Untuk menyelesaikan masalah
dibutuhkan kemauan politik dan keterlibatan pada pihak-pihak
terkait di semua tingkat pemerintahan dan — yang tak kalah
pentingnya — partisipasi bermakna dari semua pemangku
kepentingan, terutama Subak.

Kabar baiknya adalah bahwa petani sangat ingin terli-
bat: untuk bekerja dan mempertahankan praktik dan ritual
mereka, mencegah konversi lahan, dan memastikan bahwa



Rekomendasi untuk mengelola lansekap budaya yang ‘hidup’

Meskipun rekomendasi ini semata-mata untuk kawasan
CAB dan tidak berlaku untuk kawasan lain dari Situs
Warisan Budaya Dunia, niat kami adalah untuk memas-
tikan bahwa Situs Warisan Budaya Dunia melindungi
nilai-nilai universal yang membuat Bali unik dan
menopang keberadaan Subak ke masa depan, pada
saat yang sama juga meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Untuk mengatasi masalah lintas sektoral
ini, kami merekomendasikan opsi-opsi sebagai berikut:

Melaksanakan rencana manajemen yang telah
disetujui UNESCO dan memanfaatkan dengan
lebih baik bahan-bahan yang sudah ada: UNESCO
telah menyetujui skema manajemen pengelolaan
Warisan Budaya Dunia, dengan lima prioritas strategis:
perlindungan dan peningkatan matapencaharian;
konservasi dan promosi layanan ekosistem; konservasi
material budaya; pengembangan pariwisata yang
sesuai; dan pengembangan fasilitas dan infrastruktur.
Skema manajemen ini seharusnya dilaksanakan, dan
bahan yang ada, termasuk kerangka desain interpre-
tasi telah selesai, peta, rencana dan database, harus
dimanfaatkan dengan baik. Jika diperlukan, repositori
di tempat yang netral dapat dibentuk; Pusat Penelitian
Subak (Puslit) di UNUD bisa menjadi pilihan lokasi
repositori.

Mendirikan Badan Pengelola Kabupaten Tabanan
atau mempertimbangkan memberdayakan otoritas
interim: Surat Keputusan Gubernur yang membentuk
Forum Koordinasi mengharuskan pembentukan Badan
Pengelola di tingkat kabupaten. Badan Pengelola yang
saat ini ada di Jatiwulih tidaklah cukup; badan

pada tingkat kabupaten yang lebih inklusif diperlukan.

Sementara itu, otoritas interim yang memiliki posisi kuat
untuk mengkoordinasi para pihak dan memiliki sumber
daya harus dipertimbangkan, untuk memungkinkan
tindakan terkoordinasi sesegera mungkin.

Partisipasi yang lebih bermakna bagi Forum
Pekaseh: Untuk memastikan bahwa Forum pekaseh
dapat berfungsi secara efektif, konteks kelembagaan
perlu ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan
unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tingkat
kabupaten. Sebuah proses konsensus perlu dilaku-

kan dengan kantor dinas yang relevan, termasuk
dinas kebudayaan, pertanian, kehutanan, pekerjaan
umum, pendapatan daerah dan pariwisata. Keterli-
batan dengan Forum Pekaseh juga harus melampaui
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan UNESCO.
Protokol monitoring dan evaluasi (M&E) juga harus
dikembangkan sedemikian rupa sehingga member-
dayakan masyarakat dan memungkinkan pembelaja-
ran. Kami membayangkan sebuah sistem M&E berbasis
Subak yang mengumpulkan perspektif dari para pihak
dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam
lansekap budaya yang hidup, memungkinkan terjadinya
refleksi, belajar dan beradaptasi dari waktu ke waktu.

Memperluas keterlibatan dengan aktor-aktor lain
di daerah Situs Warisan Budaya Dunia: Ada isu
yang aktor lokal tidak bisa mengatasi sendiri, tetapi
membutuhkan keterlibatan dengan sektor lain — seperti
perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional,
pariwisata berkelanjutan, kebijakan pengelolaan air, dan
implikasi dari undang-undang baru dan peraturan ten-
tang desa. Memfasilitasi dialog tentang isu-isu tersebut
sudah seharusnya menjadi prioritas.

tetap ada cukup tenaga untuk bertani di sawah. Mereka siap
menghadapi tantangan Situs Warisan Budaya Dunia, karena
mereka memiliki praktik berorganisasi secara demokratis
yang mapan, dan mereka telah menunjukkan selama ratusan
tahun bahwa mereka adalah pengelola lansekap yang handal.
Apa yang mereka butuhkan adalah mekanisme yang efektif
untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan situs,
dan perhatian nyata serta berkelanjutan terhadap kebutuhan
mereka, seperti pasokan yang cukup dari air, dan dukungan
untuk praktek pertanian organik.
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Bahan-bahan untuk sistem pengelolaan Warisan Budaya Dunia
yang sukses sudah ada di Subak. Apa yang dibutuhkan adalah
untuk UNESCO, pemerintah, sektor pariwisata dan pemangku
kepentingan lainnya untuk secara aktif terlibat dengan para petani
dan pekaseh, serta memperhatikan keprihatinan mereka secara
serius. Subak dan ritualnya adalah jiwa dari Budaya Lansekap
Bali. Jika cara hidup tradisional mereka hilang, sawah berteras
hijau dari Bali akan beralih menjadi menjadi sawah biasa.
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